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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Cikal bakal internet dikenal pertamakali pada tahun 1969 oleh Departemen 

Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet (Advanced Research Projects 

Agency Network). ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan 

komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang 

dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara ini 

diharapkan apabila satu jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut 

dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya (My Personal Library On Line, 

tt.).1 Yang kemudian jaringan ini berkembang menjadi internet dan terbentuklah dunia 

baru yang disebut sebagai Cyberspace. 

Cyberspace menawarkan manusia untuk “hidup” dalam dunia alternatif. 

Sebuah dunia yang dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, yang 

lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih menggairahkan dari 

kegairahan yang ada. Jagat raya cyberspace telah membawa masyarakat dalam 

berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh 

dengan harapan, kesenangan, kemudahan dan pengembaraan, seperti Teleshoping, 

                                                           
1 Abdul Wahid dan Muhammad Labib, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, 

Bandung, 2010, hlm. 34. 
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Teleconference, Teledildonic, Virtual Cafe, Virtual Architecture, Virtual Museum, 

Cybersex, Cyberparty Dan Cyberorgasm.2  

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan di 

bidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, 

provokasi, money laundering, hacking, pencurian software maupun perusakan 

hardware dan berbagai macam lainnya3, yang kemudian sering disebut sebagai 

kejahatan dalam dunia maya atau Cybercrime. 

Cybercrime dalam pengertian sempit (Kejahatan Komputer): apapun prilaku 

yang tidak sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran 

keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya. Dalam pengertian luasnya 

(Kejahatan yang berkaitan dengan komputer): apapun perilaku yang dilakukan atas 

bantuan atau dalam hubungan dengan suatu sistem komputer atau jaringan, mencakup 

kejahatan pemilikan tidak sah dan menawarkan atau membagi-bagikan informasi atau 

bantuan suatu sistem komputer atau jaringan.4 

Internet atau jaringan komputer yang besar sesungguhnya tidak mengganggu 

manusia, justru membantu manusia dalam mencapai tujuan-tujuan yang bersifat positif, 

seperti dalam bidang bisnis ada e-commerce atau e-trade, sebagai media pendidikan 

politik dan sebagainya. Faktor manusia yang menggunakan internet dengan tujuan 

                                                           
2 Agus Raharjo, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,  hlm. 5. 
3 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2013, hlm. 3. 
4 Reda Manthovani, Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber Di Indonesia, PT. 

Malibu, Jakarta, 2006, hlm. 24. 
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jahat yang membuat pemakai internet lainnya tidak nyaman. Manusia inilah yang 

dalam dunia cyberspace dinamakan hacker hitam/cracker.5 

Permasalahan keamanan jaringan atau  keamanan informasi berbasis internet 

dalam era global ini menempati kedudukan yang sangat penting, apalagi jika 

dihubungkan dengan persoalan informasi sebagai komoditi. Informasi sebagai 

komoditi memerlukan kehandalan pelayanan agar apa yang disajikan tidak 

mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi 

itu sendiri harus selalu dimutakhirkan sehingga informasi yang diberikan tidak 

ketinggalan zaman. Disamping itu, menjaga keamanan sistem informasi yang dijual itu 

sama pentingnya dengan menjaga kemutakhiran informasi. Keamanan sistem 

informasi berbasis internet juga selalu harus dimutakhirkan untuk mencegah serangan 

atau perusakan yang dilakukan oleh cracker maupun vandal komputer.6 

Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya (menggunakan internet) 

telah menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi pertama. 

Indonesia menempati presentase tertinggi di dunia maya. Data tersebut berasal dari 

penelitian Verisign, perusahaan yang  memberikan pelayanan intelijen di dunia maya 

yang berpusat di California Amerika Serikat.7  Hal ini mengakibatkan kejahatan 

cybercrime semakin berkembang dan tidak terkendali. Sebagai contoh adalah aktifitas 

hacking yang menimbulkan risiko yang tinggi, apalagi jika yang di-hack itu 

                                                           
5 Ibid, hlm. 132. 
6 Agus Raharjo, Op.Cit., hlm. 119. 
7 Budi Suhariyanto, Op.Cit., hlm. 17. 
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menyangkut jaringan informasi institusi atau instalasi vital seperti halnya pusat-pusat 

penelitian, jaringan sistem informasi bisnis keuangan dan perbankan, reaktor nuklir, 

sistem pertahanan keamanan negara, pengawas penerbangan pesawat udara atau 

jaringan-jaringan komputer rumah sakit medis.8 

Berikut ini beberapa kejadian yang menimpa beberapa situs milik pemerintah 

dan perusahaan di Indonesia yang telah menjadi korban cracker9, antara lain: 

1. Situs Departemen Luar Negeri dan ABRI dijebol oleh cracker Porto (Portugis) 

yang pro kemerdekaan Timor-Timur. 

2. September dan Oktober 2000, seorang cracker dengan julukan Fabian Clone 

berhasil menjebol web milik Bank Bali. Sebelumnya mereka juga berhasil 

menjebol web milik Bank Lippo. 

3. April 2001, situs web milik Departemen Agama dan Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan dirusak oleh cracker. File-file penting dan Log file-nya dihapus. 

Kasus lainnya yaitu website milik KPU yang berhasil dibobol oleh Dani 

Firmansyah, seorang konsultan Teknologi Informasi di PT. Danareksa Jakarta yang 

diputus dengan Putusan No: 1322/Pid.B/2004/PN.Jkt.Pst, Kasus 3 Komputer Milik PT. 

Bumi Resources Tbk (BUMI) berupa 1,5 Terrabyte data berbentuk Microsoft Office, 

Portabel Document Format (PDF), Gambar, dan jenis data lainnya yang berhasil dicuri 

oleh cracker, kemudian yang baru saja terjadi di tahun 2018 adalah kasus Surabaya 

                                                           
8 Agus Raharjo, Op.Cit., hlm. 214. 
9 Agus Raharjo, Op.Cit., hlm. 35-39. 
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Black Hat (SBH) yang meretas ribuan situs dari 40 Negara, yang tersangkanya adalah 

3 orang mahasiswa dari Surabaya mereka terjerat Pasal 30 jo. Pasal 46 atau Pasal 29 

jo. Pasal 45B dan atau Pasal 32 jo. Pasal 48 UU ITE dan/atau Pasal 3, 4, dan 5 UU RI 

No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Dari berbagai kasus yang terjadi tak jarang para hacker dan cracker 

memanfaatkan peretasaan tersebut dengan melakukan pemerasan dan mengancam 

korban agar membayarkan sejumlah uang jika ingin situs atau website korban 

dikembalikan seperti semula. Peretasan tersebut sering ditujukan pada perusahaan atau 

korporasi. Namun tidak banyak kasus yang diusut atau dilaporkan karena korban takut 

dengan ancaman dari pelaku dan demi menjaga data pribadi korban. 

Contoh kasus tindak pidana pemerasan melalui cracking yaitu kasus seorang 

bekas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial BA (32), menjadi seorang pembajak e-

mail, sekaligus melakukan pemerasan terhadap pemilik emailnya. BA melakukan 

perbuatannya di sebuah warnet yang terletak di Wonosobo, Jawa Tengah. BA terlebih 

dahulu membajak e-mail Mr. X kemudian mengirimkan e-mail kepada korbannya 

dengan mengancam akan mempublikasikan foto-foto hot sang pemilik e-mail ke 

jejaring sosial. "Bilamana korban tidak menyerahkan uang Rp 500 juta, maka dia (BA) 

akan menyebarluaskan foto-foto pribadi korban melalui internet," kata Kepala Divisi 

Humas Polri Irjen Polisi, Saud Usman Nasution, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 

(21/2/2012). Foto-foto pribadi korban yang akan disebarkan BA merupakan foto yang 

ada di dalam folder e-mail korban yang dibajak. Setelah mendapatkan ancaman, Mr. X 

pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Bareskrim Mabes Polri pada 6 Februari 



6 
 

6 
 

2012 lalu. Tidak butuh waktu lama untuk menangkap BA, Direktorat I Tindak Pidana 

Khusus Mabes Polri, Unit Cyber Crime langsung melakukan pelacakan terhadap sang 

pembajak melalui internet sampai akhirnya diketahui petunjuk-petunjuk bahwa pelaku 

berada di Wonosobo. Kemudian pada 8 Februari 2012, polisi berhasil menangkap BA 

di sebuah warung internet. Kini BA mendekam di tahanan Bareskrim Polri untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal perusakan, 

pemerasan, dan Undang-Undang ITE.10 

Jika dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya 

disingkat KUHP dan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

yang selanjutnya disingkat UU ITE, contoh kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai 

suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijerat dengan pasal berlapis atau 

samenloop. Pasal yang dilanggar yaitu pasal yang mengatur tentang pemerasan dan 

pasal yang mengatur tentang hacking/cracking, yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Pasal 335 Ayat (1) KUHP yang menyatakan: 

Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-

banyaknya Rp. 4.500,--: 

1.e Barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk 

melakukakn, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa 

dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan 

perbuatan yang ta’ menyenangkan atau dengan ancaman kekerasam, 

ancaman dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan 

perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik 

terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain. 

                                                           
10 Adi Suhendi dan Taryono, Serahkan Rp 500 Juta atau Saya Publikasikan Foto Hot Anda, 

http://www.tribunnews.com/nasional/2012/02/21/serahkan-rp-500-juta-atau-saya-publikasikan-foto-

hot-anda, diakses pada 27 Agustus 2018, pukul 22.15. 
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2.e Barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan 

atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau 

membiarkan barang sesuatu apa.”11  

 

2. Pasal 368 ayat (1) KUHP yang menyatakan: 

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau 

ancaman keekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama 

sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan 

orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan 

piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-

lamanya sembilan tahun.”12 

 

3. Pasal 27 Ayat (4) UU ITE yang menyatakan: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elekronik yang memiliki muatan 

pemerasaan dan/atau pengancaman.”13 

 

4. Pasal 406 ayat (1) KUHP yang menyatakan: 

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, 

merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau 

menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya 

kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun 

delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,--“14 

  

 

 

                                                           
11 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 238. 
12 R. Soesilo, ibid. hlm. 256. 
13 Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 
14 R. Soesilo, Op.Cit. hlm. 278. 
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5. Pasal 30 UU ITE yang menyatakan: 

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain 

dengan cara apa pun. 

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain 

dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi 

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. 

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum 

mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain 

dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampui, atau 

menjebol sistem pengamanan.15 

Maka pelaku harus bertanggung jawab sesuai dengan tindak pidana yang telah 

dilakukannya,  yang ketentuan pidananya tercantum dalam pasal berikut: 

1. Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan: 

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 

 

2. Pasal 46 UU ITE: 

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah). 

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 

(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh 

ratus juta rupiah). 

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 

(delapan ratus juta rupiah). 

                                                           
15 Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
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Karena ketentuan pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, maka suatu 

pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan apabila seseorang telah melakukan 

kesalahan dan kesalahan tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Menurut Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib dalam Sudarto, dasar pertanggung 

jawaban adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja 

(opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti juga membicarakan 

pertanggungjawaban. Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban pidana 

merupakan dasar fundamental hukum pidana. Dimana kesalahan menurut Idema 

merupakan jantungnya hukum pidana. Konsepsi yang melatarbelakangi pemikiran 

pertanggungjawaban pidana itu dapat dilakukan apabila unsur-unsur tindak pidana 

tersebut terbukti atau pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur 

tindak pidana adalah suatu pemikiran yang berangkat dari suatu perdebatan panjang 

dianutnya aliran monistis yang berorientasi kepada perbuatan sebagai konsekuensi 

dianutnya asas legalitas formal dalam Pasal 1 KUHP.16 

Bukti yuridis bahwa konsep demikian dianut oleh hukum pidana terletak dalam 

rumusan Pasal 1 KUHP yang merumuskan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana 

kecuali ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dengan 

                                                           
16 M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghib, Hukum Pidana Fundamental (Tindak Pidana, 

Pertanggungjawaban Pidana, Pidana & Pemidanaan), Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 193. 
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demikian yang dilarang dan diancam dengan pidana adalah dilarangnya melakukan 

perbuatan yang disertai dengan ancaman terhadap perbuatan itu sendiri.17 Secara umum 

hukum pidana merupakan peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang 

dilarang oleh Undang-Undang beserta ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

pelanggarnya. Dalam hukum pidana ada dua hal penting yang perlu mendapat 

perhatian, yaitu tentang melakukan perbuatan pidana (actus reus) yang berkaitan 

dengan subjek atau pelaku tindak pidana dan mengenai kesalahan (mens rea) yang 

berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.18 

Subjek atau pelaku tindak pidana secara umum dalam hukum pidana hanya 

mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana menganut asas 

kesalahan (culpabilitas) yang berarti untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana pada 

pelaku tindak pidana, selain memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana juga harus 

adanya unsur-unsur kesalahan. Dalam menentukan dapat dipidananya seseorang ada 

dua pendapat yang dianut yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis 

memandang bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah memenuhi 

unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, sudah pasti dapat dipidana. Dikarenakan dalam 

aliran ini menggabungkan antara kesalahan dan unsur-unsur dari suatu tindak pidana. 

Sehingga, unsur kesalahan itu sendiri tidak perlu dibuktikan lagi.19 

                                                           
17Ibid, hlm. 194. 
18Rasyid Ariman, Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana, Universitas Sriwijaya, 

Palembang, 2006, hlm. 1. 
19Ibid, hlm. 2. 
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Sedangkan dalam aliran dualistis, terdapat perbedaan antara kesalahan dengan 

unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Jadi, selain terpenuhinya unsur-unsur dari suatu 

tindak pidana, harus juga dibuktikan unsur kesalahannya. Dari uraian tersebut dapat 

dikatakan bahwa pedoman pemidanaan bagi pelaku tindak pidana masih berpegang 

pada asas “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” yang artinya bahwa seseorang tidak 

mungkin dipidana apabila tidak mempunyai kesalahan, atau meskipun telah melakukan 

tindak pidana, tidak selalu seseorang dapat dipidana.20 

Keinginan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban suatu  tindak 

pidana cyber crime terhadap pelanggaran Pasal 335, 368 dan 406 KUHP, serta 

pelanggaran Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 30 UU ITE dianggap telah mengganggu 

ketertiban kehidupan bermasyarakat. Dikatakan mengganggu ketertiban kehidupan 

bermasyarakat karena tindak pidana ini bisa menimbulkan kerugian berupa materil 

maupun immateril. Kerugian materil dapat berupa hilangnya uang, sedangkan kerugian 

immateril dapat berupa tercemarnya nama baik seseorang maupun instansi tertentu. 

Berdasarkan uraian dari data di atas, maka penulis tertarik untuk menulis penelitian 

dalam skripsi dengan judul: “ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN 

PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN MELALUI CRACKING”. 

 

 

 

                                                           
20Ibid. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui 

cracking berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku  tindak pidana pemerasan melalui 

cracking  berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk: 

1. Menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan 

melalui cracking  berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi. 

2. Menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana pelaku  tindak pidana 

pemerasan melalui cracking  berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
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D. Manfaat Penelitian 

Bahwa setiap karya ilmiah yang ditulis selalu mempunyai manfaat bagi diri 

penulis sendiri maupun bagi masyarakat luas, demikian juga dengan penulisan skripsi 

ini. Skripsi ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara 

lain: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengetahuan para 

mahasiswa, akademisi, dan pengamat dibidang hukum tentang bagaimana 

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui cracking 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

pemerasan melalui cracking berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam proses 

penyelidikan dan memberikan masukan bagi para penegak hukum yang berkaitan 

dengan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan 

melalui cracking berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 

pidana pemerasan melalui cracking berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 



14 
 

14 
 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan dalam penulisan skripsi ini membahas tentang 

Tindak Pidana Pemerasan Melalui Cracking dan dibatasi hanya pada hal-hal yang 

berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan melalui 

cracking berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

dan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat dilihat pada ketentuan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal dan 

ketentuan pidana dalam Pasal . Dan ketentuan KUHP dalam Pasal . 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-

konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum 

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.21 

 

 

 

 

                                                           
21 Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 37. 
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2. Teori Pemerasan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat KBBI 

menerjemahkan kata pemerasan dari kata dasar “peras” yang ditambah dengan 

akhiran –an. Kata “peras” sendiri mempunyai arti:   

1. mengambil untung banyak-banyak dari orang lain; dan  

2. meminta uang dengan ancaman.22 

Pasal 368 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan maksud 

hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, 

memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu 

memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan 

orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau 

menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara 

selama-lamanya sembilan tahun.23 Menurut komentar R. Soesilo dalam KUHP 

terjemahannya, suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana pemerasan apabila 

terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 

a. memaksa orang lain; 

b. untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk 

kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat 

utang atau menghapuskan piutang; 

                                                           
22 Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses secara online melalui kbbi.web.id. pada 27 Agustus 

2018 pukul 21.00. 
23 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 256. 
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c. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

dengan melawan hak; dan 

d. memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. 

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerasan adalah suatu 

perbuatan yang memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman 

kekerasan agar memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk 

kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau 

menghapuskan piutang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain dengan melawan hak. 

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

KBBI menerjemahkan kata pertanggungjawaban dari kata dasar “tanggung 

jawab” yang ditambah dengan akhiran per- dan -an. Kata “tanggung jawab” 

mempunyai arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-

apa boleh dituntut dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya), sedangkan 

pertanggungjawaban diartikan sebagai perbuatan (hal atau sebagainya) 

bertanggung jawab.24 Dan kata Pidana adalah terjemahan dari kata straaf atau 

hukuman.25 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu 

perbuatan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh 

                                                           
24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, loc.cit. 
25 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 153. 
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dituntut dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) atas suatu hukuman. Dalam 

bahasa asing Pertanggungjawaban Pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, 

Criminal responsibility,26 yang dapat diartikan sebagai suatu akibat dari 

perbuatannya terhadap pihak lain. 

Menurut pandangan Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi 

tiga unsur yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang 

saling bergantung satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut yaitu : 

(1) Kemampuan bertanggung jawab; 

(2) Kesengajaan atau Kealpaan; 

(3) Alasan Pemaaf. 

Tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun 

kealpaan, apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab. Begitu juga dipikirkan 

alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya 

kesengajaan ataupun kealpaan.27 

G. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam skripsi ini, tipe 

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yang berarti 

penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Penelitian 

                                                           
26 Ibid. 
27 Mr. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungan Jawab Pidana (Dua Pengertian 

Dasar Dalam Hukum Pidana), Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 83. 
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hukum normatif menurut Johny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika 

keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara 

kerja ilmu hukum normatif.28 

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan 

yaitu: 

1. Pendekatan Perundang-Undangan 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-

Undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang 

ditangani dan  bagi pendekatan perundang-undangan ini membuka kesempatan 

bagi peneliti untuk mempelajari adakah  konsistensi dan kesesuaian antara suatu 

Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang 

dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.29 

2. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu  hukum, peneliti akan 

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-

                                                           
28 Johny Ibrahim, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, 2006, 

hlm. 47. 
29 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenadamedia, Jakarta, 2011, hlm. 133. 
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konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 

Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan 

sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 

memecahkan isu yang dihadapi.30 

3. Pendekatan Analitis 

Pendekatan Analitis yaitu pendekatan dengan cara studi dokumen dan kasus, 

maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang 

dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-

undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya di dalam 

praktek dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. 

Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam 

aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut 

dalam praktek melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.31 

3. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer atau data dasar (primary data atau basic data), diperoleh langsung 

dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.32 

Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara langsung dengan 

narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Bapak Heriyanto, S.H., M.H., sebagai 

                                                           
30 Ibid., hlm. 136. 
31 Johnny Ibrahim, Teori & Metodoligi Penelitian Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, 

2006, hlm. 56. 
32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986., hlm, 12. 
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Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda di Kejaksaan Tinggi 

Sumatera Selatan. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan 

hukum, seperti di bawah ini:33 

(1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang 

berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari: 

a. Norma dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan 

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik. 

(2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai 

bahan hukum primer yang terdiri dari: 

a. Hasil penelitian; 

b. Jurnal ilmiah; 

c. Pendapat para pakar yang relevan dengan pembahasan permasalahan 

dalam penelitian ini; dan 

                                                           
33 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24. 



21 
 

21 
 

d. Internet. 

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan 

petunjuk serta penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yang terdiri dari: 

a. Kamus Hukum; 

b. Ensiklopedia; 

c. Majalah; dan 

d. Surat Kabar, dan sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam skripsi ini terdapat dua jenis data, yaitu data sekunder dan data primer. 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan jalan melakukan inventarisasi peraturan 

perundang-undangan, membaca buku dan menganalisa buku-buku, melakukan 

pengumpulan dokumen dengan menggunakan teknologi informasi (internet) yang 

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, serta menyeleksi 

bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda. 

Sedangkan data primer berupa wawancara dengan narasumber yang ahli dibidangnya 

hanya sebagai data pendukung untuk memperkuat gagasan dalam skripsi ini. 

 

5. Teknik Pengolahan Data 

Sebagaimana dijelaskan oleh Mark van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief 

Sidharta, bahan-bahan  hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan 
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antara lain yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan, mensistematiskan bahan-bahan 

hukum, yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:34 

1. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum 

berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dan 

menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga 

tertata suatu sistem hukum yang koheren; 

2. Tataran Teleologis, yaitu menyistematiskan peraturan hukum berdasarkan 

substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafasirkan 

material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih 

jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan 

sistematisasi; dan 

3. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu dengan menyistematiskan hukum dalam 

rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, 

sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada. 

 

 

6. Analisis Data Penelitian 

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu data 

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan pembahasan dan 

                                                           
34 Bernard Arief Sidhartaa, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, 

Bandung, 2000, hlm. 39. 
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penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-

doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti. 

7. Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah metode deduktif. Metode Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diawali 

dengan penjabaran fakta-fakta secara umum yang diperoleh dari studi pustaka dan 

diakhiri dengan data atau fakta-fakta yang penjabarannya dilakukan secara detail dan 

fakta-fakta tersebut merupakan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini.35 

 

 

                                                           
35 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm. 126. 
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